BERITA DAERABR

KABUPATEN NIAS
NOMOR: 25 ) SERI: E

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

PERUMBA IFAN ATAS PERATURAN RITPATI NIAS NOMOR 4
TAHUN 20615 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PNS DAN CPNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAIY RANINET TUFIAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang :a. bahwa tambahan penghasilan Pegawai
Negeri Sipil dan CPNS di Lingkungan
Pemerintah  Kabupaten Nias Tahun
Anggaran 2015 telah diatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nias
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias
Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa Keputusan PBupati Nias Nomor
061/441/K/2014 tentang  Penetapan
Wiz yah Terpencil di Lingk ungan
Pemzrintah Kabupaten MHias telah dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku lagi;



Mengingat

c. bahwa besaran tambatan Penghasiian

1.

Pegawai Negeri Sipili dan CPNS vyang
bertugas di Wilayah Terpencil tercantum
pada Romawi X Lampiran 1 Keputusan
Bupati Nias Nomor 4 Tahun 2015
dipandang  perlu  diubah, den.gan
mempedomani kemampuan keuangan
daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf g,
hwrul b dan huryf ¢ di atas, periu
diakukia n perubahan Peraturan Bupati
Nias Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Tambahan Penghasilan bagi PNS dan
CPNS di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015;

bahwq berdasarkan pertimbangan
nzna dimmadoud paca hurufl g,

humt b huruf ¢ dan huruf d di atas,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
Nias tentang Perubahan atas Peraturan
Bu pati Niag Nomeor 4 Tahun 2015 tentang
Tambahan Penghasilan Bagi PNS dan
CPNS di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015;

U ndang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun
1956 tentang Pazmbentukan Deaerah
Otonom  Kabupaten-Kabupaten  dalam
Lirigkuvugas. Dasvah Propisi Sumastera
Utara  (l.emberan  biegers  FPeoubilk
T*xrlmm*a Tahun 1956 Nomor 38,
Tamwosizn  Lemtaran e CEITE, 51@‘3‘120111(
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Undan g-Undang Nomor 8§ Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok  Kepegawaian
Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 535, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041}, sebagdimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nom.or 8 Tahun

1874 tentan ¢ Pokok -Pokok
Kepegavvaian (Lembaran Negara

Repubilik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890};

Undang-U ndang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
Jen depyidine  {xmiravan  Megara
Republik Indonesia Tahun 199¢ Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara
{Leniecan Yerare Republik Indon.esia
Tehun 2004 HMNoowe o, Toamtbzhian
Tembaran Negara Republik Indonesia

Ho acry 4358);
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Undang-Uandang Nomaor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengeidla -in dan
Tanggungiawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor ©6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentan.g Perimbangan Keuangan antara
Pemerintalq Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahua 2004 Nemor 125,
Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pemhentykon Peraturen
Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011

3

Nomor 82, Toambaban  Lembaren
Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintzhan Dasrah
{Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran NMNegara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang  Perubahan  Kedua  atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemeriatahan Dasrah

enicaran Megara Republik Indonesia

L
kS
Tahun 2013 Nomwor 5& Tambahoan

Le mbaran egara Republik Indonesia
Nomor 5679},
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12.

Peraturan Pemernintah Nomwor 58
Tahun 2005 tentang Pegeiolaan
Keusngan Daeran {lemicara.n Negsua
Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor

Peratuiran Pemerinteh MNomwer 79
Tahun 2005  fentang  Pedoman

Pembinaan dan Pengawasarn
Fenyelenggaraan Piemerintahan

Daerah {Lemberax: Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara

poﬂ,,kh., T+ Ampain Nane e /f:r‘m\
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Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahuu 2007 tentang Pembagian
Uruzan Pemsrinéahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten,Kota (Lembaran Negara
Republil Indomesia Tgliua 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara. Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007  tentang Organisasi
Perangk at Daecrah {Lembaran Negarz
Republik Indonesia Tahun 2007
Nemwor 89, Tambahan Lembaran
Heg gexa Republik Indonesia Nemor
47
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Peraturan Pemenniah Nomor 52
Tahun 2010 tentang Lnsipiin Pegawai
Negeri Sipil {em¥arary  Megara

Nora L

Repubnk Indoriesia Td.nun 2016

Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia  Nomwor
5135i;

Peraivran  Menteri ~ Dalam  Neger:
Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman  Pengelolaan Keuangan

Ty ey oo o gl Ry, | Teee, o AR Sy el 53
Daerah, 3cibagaimana izian Gighan
beberapa kel terskhir  déngan

Peraturan Menteri Dalam  Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Periihaban Kedita  atas  Peraiuran
Menteri Dalamm Negeri Nomwor 13
Tahun 2006  tentang Pedoman
Pas BN SRR, ) e

FERS T ZANT ME21n

Peraturan Daerai t&abupaten Nias
Nomor © Tahun 2008 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah  Kabunagten dan  Sekretarisf
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
Kabupaterr Nias {Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 6
Seri DJ;

Peraturan Daerah Kabupaten UNias
Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Orngamsasi dan Tae Kemga Do 228
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(i)

Peraturan Daerah Kabupaten Nia
Nomor & Tahun 2008 tent
Organisasi dan Tata Kerja Leml ag
Teknis Daerah  Kabupaten  Nias
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias
Tahun 2008 Nomwr 8 Seri Dj;
Peraturan Daerah Kabupaten Nias
Womwr O Tahun 2008 tentauag
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
dan Kelurahan Kabupaten Nias
{i.embarani Daerah Kabupaten Nias
Tahwn 2008 Nomor 9 Seri Dy
Peraturan Daerah XKXabupaten Nias
Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Uganisast dan  Tata Keéjja Dadait

SDOO

¢

Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Nias (Lembaran _)-aerah
Habupaten ilas Talun 2008 Howmor

10 Seri Dj;

Peraturan Daeran Kabupaten Nias
Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dadan
Penanggulangan Bencana  Daerah
Kabupaten Nias [Lembaran Daerah
Nomor 2 Seri D};

Peraturan Daerah Kabupaten Nias
Nomor 15 Tahun 2011 {entang
Rencana Pemban gunan Jangka

Meneng an Datran (RPJIMD)
Kahipater Nias Tahun 2011-2016
(Lemibaran: —ai:2 Kalzpaten Nias

Nomor 13 Seri Ej;
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Peraturan Daerahh Nomor 3 Tanun

2012 tentang Pamberitukan
Keczamatan  Sogagadu  {Lambaran

Daerah Kabupaten Nias Tahun 2012
Nomor 3 Seri E};

Peraturan Daerah Kabupaten Nias
Nomor 4 Tahun 20i4 tentang
Ketentuan Wiavyah  Terpencal a1
Kabupaten Nias {Lembaran Daerah
Kabupater Nias Tahun 2014 Nom.or 4
Seri E};

Peraturan Daerah Kabupaten Nias
Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanjs
Noarsis Vathrimotan Miae Tahire

P S R A el vt PP ety - A Ak

Anggaran 2015 {Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Tahun 2014 Nomor
5%

Peraturan Bupati Nias Nomor 22
Tahun 2014 tentang Pembentukan

Organisast Badan Pengelolaan
Kaiangn dan Acet Daerah

Kabupaten Nias;

Peraturan Bupati Nias Nomor 28
Tahun 2014 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  Kabupaten Nias Tahun
Anggaran 2015, sebagaimana telah

diubah beberepa kali tevakhir dengan
Peraturan Bupan Nias Nomor 12
Tahun 2015 tentang Perubahsn

Ketiga ates Peratuiran Bupatli Nias
Mormor 28 Tabhun 2014  tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Nias
Tahun Anggaran 2015;
8



28. Peraturan Bupati Nias Nomor 4
Tahun 2015 tentang Tambahan
Penghasilan Bagi PNS dan CPNS di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Nias:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERUZAMAN ATAES TFPERATURAKN
BUPA' Y NIAS NOMOR 4 TAHUN
2015 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PNS DAN CPNS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NiAS TAHUN
ANGGARAN 2015.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 6 huruf g
Peraturan Bupati Nias Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Iarmbanan Penghasiian Bagli PNS dan CPNS di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015 (Berita
Daerah Kabupaten Nias Tahun 2015 Nomor 4 Seri E},
diubah sebagai berikut:

Pasal 2
Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah untuk

meningkatkan semangat kerja, motivasi keria, kineria dan
kesejahteraan PNS dan CPNS {k'ausus CPNS vang berituigsas
pada wilayah terpencil dengan mempedomani Keputusan
Bupati Nias Nomor $81/365/K/2015) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Nias.
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Pasal 3

(3) Tambahan Penghasilan Wilayvah Terpencil diberikan
pada PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas di
Daerah terpencil pada wilayah Kabupaten Nias sesuai
Keputusan Bupati Nias Nomor 061/365/K;2015
tentang Penetapan Wilayah Terpencil dan Unit Kerja
Wilayah  Terpencil di  Lingkungan  Pemerintah
Kabupaten Nias.

Pagz2l 6

Memangku pghata n seidagai guru, pengewas mata
pelajaran, pengawas TK, SD, dan penilik luar sekolah
yang telah memperoleh tunjangan profesi atau
tambahan mepshosilan yupg bersumber dexi APBD
Provinsi/APBN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Nias, kecuali yang bertugas pada wiaiah terpencit
denger menpredomenl Herutusan Bapeii Mas Homor
061/365/K /2015 tentang Penetapan Wilayah Terpencil
dan Unit Kerja Wilayah Terpencil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Nias.

7a

Pasal II

Merubah Romaw: X Lampiran Peraturan Bupati Nias
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan bagi
PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias
Tahun Anggaran 20135, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Feraturan Bupati INias ini.

14



FPasai III

Peraturan Bupati Nias ini mulsi berlek v pada tenggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintz hikan
pengundangan Peraturan Bupati - Nias ini, dengan
perempatannyza dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoll Selatan
pada tanggal 4 September 2015

BUPATI NIAS,
ttd
SOKHIATULO LAOLI

Diundan, ckan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 4 September 2015

Ay e s ww e SWRwY x

SEILR EiAR B DA ATEN NIAS,

-

YANUS LAROSA



LAMPERRAT]  PERATURAN BUPATI NIAS

NOMOR 2E OTAHUN 20 B

TAINGGAL 4 SEPYEMBER 201%

TENTANG | PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BOPATI NIAS NOMOR 4 TAHUN
201% TENTANG  TAMBIHANW
PENGHASILAN BAGI PNS DAN
CPNS Dl LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NiAS
TAHUN ANGGARAN 2013

TAMBAHAN PENGHASILAN PNS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

IX. EKHUSUS PNS DAN CPNS WILAYAH TERPENCIL

[ Feia77. 4% ooe SITL.A0
lallasl-A Fos BWLAL

i GULONGAN

E ! {Rp)
i 1 Eas 2
1 |Golongan IV ! 500.000.-
2 [Cnlongan T ! 280 D00
3 |Golongan 11 ! 500.000.-
1
4 |Giolongan I | 00 .000-

BUPATI NIAS,
ttd
SOKHIATULO LAOLI

SEKRETARIS DAERAH KABFP}TEN NIAS,
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